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ABSTRAK 
Banyak perilaku dari Pengemudi angkutan membawa kerugian bagi penumpangnya yang diakibatkan karena 
kekhilafan, kesalahan atau ketidak hati-hatiannya. Kerugian penumpang dapat berupa kerugian materiil 
maupun kerugian yang secara immateriil yang disebabkan kelalaian, kesalahan dan kekhilafan sehingga 
terjadi kecelakaan, maka pengemudi telah melanggar “Pasal 23 ayat 1 (a) Undang-Undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan”, dan tujuan pengangkutan yang diinginkan oleh penumpang  yaitu selamat, aman dan 
nyaman sampai tujuan tidak terlaksana. Selain Pasal 23, pengemudi  melanggar “Pasal 45 (1) Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” tentang tanggung jawab sipengangkut terhadap penumpangnya. 
Didalam pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan dikenal periode tanggung jawab  pengangkut, yaitu 
sejak diangkutnya penumpang sampai tiba di tujuan. Bagaimana  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
mengatur kedudukan hukum penumpang yang menggunakan angkutan umum? dan Bagaimana Perlindungan  
Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas akibat Penyelenggaraan 
Angkutan? Merupakan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yaitu buku dan jurnal dengan pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah Undang Undang No. 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang  hak-hak dari Penumpang, dasar 
hukumnya terdapat dalam  “Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan“ isinya 
adalah perusahaan angkutan umum bertanggung jawab kepada penumpang  atas kerugian yang diderinya 
berupa materiil dan immaterial dan penderitaan penumpang akibat lalinya penyelenggaraan pengangkutan 
sehingga menyebabkan penumpang  meninggal dunia atau luka,  kecuali disebabkan oleh suatu kejadian 
yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang sendiri. Penumpang wajib 
mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan umum yaitu jaminan keselamatan 
karena ini merupakan hak dari Penumpang, dan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab penuh 
atas perilaku atau perbuatan yang diterbitkan oleh orang yang dipekerjakannya atau pengemudi selama 
melaksanakan kegiatan pengangkutan.  
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I. PENDAHULUAN  
Fungsi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi penentu peran Indonesia dalam 
hubungannya dengan bangsa lain dan didukung pula dengan kekayaan wilayah Indonesia (Lembaga 
Pertahanan Nasional,1992:19). Jadi sangatlah dibutuhkan sistem transportasi yang memadai untuk 
mempelancar roda perekonomian negara. Untuk menopang kegiatan pengangkutan, di Indonesia pemegang 
peranan penting dalam transportasi ada 3 (tiga) jenis, yaitu didarat, dilaut dan diudara yang berfungsi sebagai 
alat angkut orang atau penumpang dan barang, ketiganya saling mengisi. Dasar hukum dari transportasi darat 
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Nomor 22 Tahun 
2009 Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 1993 . 
Peran dari lalu lintas dan angkutan jalan sangat strategis yang tujuannya untuk mendukung pembangunan 
dan integritas bangsa dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan negara yang berkeadilan dan 
berkesejahteraan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.  Penyelenggaraan 
transportasi darat yang meliputi tatanan berlalu lintas dan angkutan jalan adalah bagian dari sistem 
transportasi nasional karena potensi dan perannya yaitu untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 
untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi ( Fardan, 2: 
2013). 
Tujuan dibentuknya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  adalah untuk mewujudkan 
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, sampai tujuan dengan selamat, tertib, lancar, 
yang terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan 
kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi 
martabat bangsa, sehingga dapat  terwujud etika berlalu lintas dan budaya bangsa yang baik yang didukung 
oleh kepastian dan penegakan serta perlindungan hukum penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 
masyarakat pemakai jasa angkutan umum (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan).  
 Terbentuknya undang-undang ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membina dan menyelenggarakan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar yang diterapkan melalui: “kegiatan 
gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan 
fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan 
identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).  
 
II. PERMASALAHAN 
Kepastian hukum berupa perlindungan hukum sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 
penyelenggaraan jasa angkutan seperti pengusaha angkutan, para pekerja supir atau pengemudi dan 
penumpang sangat diperlukan, oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan jalan sangat dibutuhkan untuk mengelola penyelenggaraan pengangkutan umum yang 
baik dan benar dan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum, yang tercermin dalam Pasal 
9 berisi tentang Tata Cara Berlalu Lintas untuk Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum, Pasal 141 Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang standar pelayanan angkutan orang dan  pasal-pasal lainnya 
yang berisi tentang upaya undang-undang ini untuk memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi 
pengguna jasa yang aman, nyaman dan mementingkan keselamatan pihak pemakai jasa angkutan. Bagaimana  
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur kedudukan hukum penumpang yang menggunakan angkutan 
umum? dan Bagaimana Perlindungan  Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum terhadap Kecelakaan Lalu 
Lintas akibat Penyelenggaraan Angkutan? merupakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Paper 
ini. 
 
III.METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode nrmatif, menggunakan data sekunder, berupa bahan 
hukum primer yaitu: peraturan perundangan-undangan (Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang; Undang Undang No. 22 Tahun 2009  Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang  Ketentuan-Ketentuan 
Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang) dan bahan hukum primer berupa literatur-
literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. 
 
IV. PEMBAHASAN 
Pasal 124 ayat (1) menyatakan, ada beberapa kewajiban yang mengharuskan dipenuhi oleh pengemudi 
kendaraan bermotor umum, yaitu: “mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah 
ditetapkan; memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang 
sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas; 
menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan 
mendahului atau mengubah arah; memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan 
Penumpang; menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk 
angkutan umum” (Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).  
Awal terjadinya Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara para pihak 
pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim., dan sifat dari perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, 
dimana antara pengangkut dan penumpang mempunyai kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi, 
yaitu: kewajiban pihak penumpang adalah membayar biaya pengangkutan dan prestasi yang diperoleh adalah 
penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut. Demikian sebaliknya, kewajiban 
dari pihak pengangkut  adalah mengangkut penumpang dengan aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. 
Berbeda halnya jika penumpang tidak memiliki tiket sehingga pengangkut tidak berkewajiban untuk 
memenuhi hak dari penumpang (I.G.A Wahyu Nugraha, Nyoman A. Martana; http://www.e-
jurnal.com/2014/12/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang.html, diakses: 20 September 2017.). 
Jadi tiket merupakan suatu bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan, namun tiket bukanlah satu-
satunya alat bukti yang membuktikan telah terjadinya perjanjian pengangkutan. Dalam tanggung jawab 
terdapat 2 (dua) aspek yaitu “tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-
baiknya atau responsibility dan tanggung jawab ganti rugi  atau liability (Hasim Purba, 101: 2005), dalam 
pelaksanaan pengangkutan dikenal adanya periode tanggung jawab pengangkut, dimana pengangkut 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh  penumpang, pengirim dan pihak ketiga yang diakibatkan 
oleh kesalahannya, kekhilafannya dan kelalaiannya selama proses pengangkutan berlangsung, pada dasarnya 
pengangkut sebagai penyelenggara pengangkutan bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang 
atau barang yang diangkutnya dan berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum.  
Pasal 234 menyatakan sudah seharusnya kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim yang 
diakibatkan kelalaian dan kesalahan pengangkut akibat penyelenggaran  pengangkutan umum dibebankan 
 tanggung jawab terhadap setiap kerugian, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya (Undang-
Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan).  Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan 
angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang 
dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan, selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung 
jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan 
angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena 
kesalahan Penumpang ( UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 
Pasal 1 Angka 25 menyatakan tentang definisi penumpang yaitu orang yang berada di kendaraan selain 
pengemudi dan awak kendaraan. Penumpang mengikatkan diri kepada pengangkut setelah  membayar uang 
atau tiket angkutan umum yang dinyatakan sebagai kontra prestasi dalam perjanjian pengangkutan maka 
telah sah sebagai penumpang dalam penyelenggaraan angkutan umum. Jadi apabila penumpang tersebut 
mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pengangkutan selama dalam periode 
pengangkutan yaitu tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan, maka menjadi tanggung jawab 
dari penyelenggara pengangkutan tersebut atau perusahaan pengangkutan atau pengangkut (Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ).  
Penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat udara atau kapal perusahaan 
pengangkutan nasional, penumpang wajib membayar iuran (premi) pertanggungan wajib kecelakaan 
penumpang melalui pengusaha atau pemilik kendaraan yang bersangkutan. Berdasarkan ketegasan ini, berarti 
sebagai penumpang umum, selain terikat pada perjanjian pengangkutan, juga wajib atas perjanjian 
pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Arti Wajib disini menunjukkan terdapat unsur yang berasal 
dari pemerintah, paksaan ini tertuju pada sistem jaminan social dan sudah menjadi kebiasaan, dan 
mempunyai tujuan suatu sistem jaminan sosial dalam masyarakat Indonesia (Undang-Undang No 33 Tahun 
1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 3 ayat (1) huruf a. 
Kesimpulannya adalah, dalam perjanjian pengangkutan penumpang terikat perjanjian timbal balik dengan 
pengangkut, dan pada saat yang bersamaan juga wajib menutup perjanjian pertanggungan melalui 
pembayaran premi, namun perjanjian itu antara penumpang dengan Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 
dimana penumpang bertindak sebagai tertanggung, sedangkan yang bertindak sebagai penanggung adalah 
perum asuransi kerugian Jasa Raharja dimana penutupan perjanjian pertanggungan ini dilaksanakan melalui 
perusahaan pengangkutan ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang  
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Bunyi Pasal 1 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 adalah “Tertanggung membayar iuran (premi) kepada 
penanggung dengan melalui pengusaha pengangkutan,sedangkan hak tertanggung ialah ganti kerugian, kalau 
dia menderita kecelakaan dalam pengangkutan, yakni: Bila penumpang mati, atau penumpang mendapat 
cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang dan penumpang mendapat luka-luka” 
Arti dari perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 
yang diberikan oleh hukum”. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan apakah ada ditegaskan tentang perlindungan hukum bagi penumpang?.  Dalam angkutan 
umum perlindungan hukum bagi penumpang adalah hal penting dan sangat dibutuhkan dalam persaingan 
global (Abdul Halim Barkatullah, 23: 2010). Pasal 234 ayat (1) berbunyi: “Pengemudi, pemilik Kendaraan 
Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umumbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 
Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”. Didalam Pasal ini 
telah jelas, bahwa perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang 
Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pihak penyedia jasa angkutan 
umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian 
pengemudi . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan 
penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum.  
Terdapat beberapa prinsip dalam tanggung jawab pengangkut antara lain Presumption of Liability, bahwa 
Pengangkut harus bertanggung jawab atas suatu keadaan yang merugikan penumpang dan barang akibat dari 
kelalaiannya, namun ada beban pembuktian di sini, misalnya dalam Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila 
ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya (Abdul Halim Barkatullah, 23: 
2010). Jadi, apabila ada kecelakaan dalam periode penyelenggaraan pengangkutan berlangsung dan 
menyebabkan penumpang menderita baik itu luka-luka ringan, berat sampai meninggal, maka Pengangkut 
bertanggung jawab, namun ada pembebanan pembuktian terhadap pengangkut, untuk membuktikan apakah 
keadaan yang diderita itu disebabkan karena salah, lalai  atau khilafnya pengangkut. Tentang perlindungan 
hukum dalam angkutan umum baik itu di darat, laut maupun udara, masing-masing memiliki aturan-aturan 
yang melindungi hak dari penumpang sebagai pemakai jasa, sehingga apabila terjadi suatu hal yang 
menyebabkan kerugian dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyedia jasa angkutan umum itu 
sendiri. 
  
V. SIMPULAN 
Dalam penyelenggaraan pengangkutan umum, orang atau penumpang memiliki hak atas jaminan 
keselamatan selama periode pengangkutan berlangsung. Oleh karena itu, setiap perusahaan angkutan umum 
wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang dipekerjakan 
dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 
Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu 
kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang 
Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang Undang No. 22 
tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib 
bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi . 
Pasal 234 ayat (1) berbunyi: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan 
Umumbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau 
pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.” Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini 
menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia 
jasa angkutan umum.  
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